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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Gambaran Umum Standar Akuntansi Keuangan-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

2.1.1
Pengertian SAK-ETAP 

Berdasarkan pernyataan Ikantan Akuntan Indonesia (IAI): 2016 mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang merupakan standar akuntansi yang disusun untuk mengatur penyusunan Laporan Keuangan entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:
1. Tidak  memiliki akuntabilitas publik signifikan;
2. Menerbitkan Laporan Keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terbilat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.       

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) merupakan standar yang digunakan bagi perusahaan yang menerbitkan Laporan Keuangan untuk tujuan umum bagi pihak eksternal.
2.1.2
Standar Akuntansi Koperasi
Pada awalnya badan usaha koperasi memiliki pedoman yang diterbitkan langsung oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu PSAK No. 27, di dalamnya mengatur akuntansi Koperasi bagi badan usaha koperasi. Namun, dengan dasar pertimbangan bahwa Laporan Keuangan yang disajikan oleh Koperasi memiliki perbedaan dengan badan usaha lain. Dengan demikian, akuntansi perkoperasian mulai disesuaikan dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) yang kemudian dilakukannya penyesuaian secara nyata atas kebijakan akuntansi perkoperasian dengan diawali penerbitan atau expose disclosur pernyataan pencabutan Standar Akuntansi Keuangan No. 8 atau ED-PPSAK No. 8 pada tanggal 23 Oktober 2010. Proses tersebut dilanjutkan dengan PPSAK No. 8 pada tanggal 8 April 2011 dan secara resmi PSAK No. 27 untuk Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkan peraturan menteri yang baru No. 

4/Per/M.KUKM/VII/2012) tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi (www.depkop.go.id: 2012).     


Sebagai pengganti PSAK No. 27, telah diterbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 19 Mei 2009 dan mulai efektif dilaksanakan pada atau setelah 11 Januari 2011. Hal tersebut dipertegas dengan penjelasan dari Setyo Heriyanto selaku Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM, menjelaskan bahwa sejak tanggal 1 Januari 2012 Standar Akuntansi Keuangan Koperasi menggunakan kebijakan akuntansi yang baru dan sebagai langkah tradisional disahkan dengan surat edaran Deputi Bidang Kelembagaan KUMK No. 200/SE/DEP.1/XII/2012. Sejak 20 Desember 2011, surat tersebut disampaikan ke seluruh dinas yang membidangi urusan Koperasi dan UKM Provinsi tentang pecabutan PSAK No. 27 dan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) (www.depkop.go.id: 2012).
2.2
Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK-ETAP 
2.2.1 
Penyajian Laporan Keuangan 
Setiap entitas dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam satu periode operasional, maka entitas tersebut menuangkan tanggung jawabnya dalam sabuah Laporan terkhusus untuk Koperasi maka yang disusun adalah Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi, dalam Laporan tersebut memuat Laporan Keuangan Koperasi mulai dari awal periode sampai akhir periode operasional Koperasi. Berikut ini merupakan pembahasan yang lebih rinci mengenai Penyajian Laporan Keuangan dalam SAK-ETAP (2013: 11) yaitu: 
3.5 Entitas menyajikan secara lengkap Laporan Keuangan (termasuk informasi komparatif) minimun satu tahun sekali. Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan Laporan Keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

a) fakta tersebut;

b) alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek; dan 

c) fakta bahwa jumlah komparatif untuk Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan. 
3.12  Laporan Keuangan entitas meliputi:

a) Neraca,

b) Laporan Laba Rugi,

c) Laporan Perubahan Ekuitas yang juga menunjukkan;

i.     seluruh perubahan dalam ekuitas, atau 

ii.     perubah ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik; 

d) Laporan Arus Kas, dan 

e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.
2.2.2. 
Neraca 
Di dalam penyusunan Neraca, SAK-ETAP (2013: 15) dalam paragraf 4.2 mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam Neraca. Informasi tersebut meliputi:  
1. kas dan setara kas;  

2. piutang usaha dan piutang lainnya; 

3. persediaan;  

4. properti investasi;  

5. aset tetap;  

6. aset tidak berwujud,  

7. utang usaha dan utang lainnya; 

8. aset dan kewajiban pajak;  

9. kewajiban diestimasi;  

10. ekuitas.  
Lebih lanjut, berdasarkan paragraf 4.4 SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Klasifkasi aset dan kewajiban berdasarkan paragraf 4.5 yaitu  aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klasifikasi terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.
2.2.3 
Laporan Laba Rugi

Selain Neraca, laporan yang harus disusun adalah Laporan Laba Rugi. SAK-ETAP (2013: 19) mengatur penjelasan mengenai Laporan Laba Rugi tersebut dalam paragraf 5.2-.5.4 yaitu sebagai berikut:

Laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK-ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup hal-hal berikut, yakni pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menguntungkan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto. SAK-ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. 
2.2.4 
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bab terakhir atas pembahasan megenai penyajian Laporan Keuangan yang tercantum dalam bab 8 SAK-ETAP (2013: 27), dalam bab 8 ini membahas mengenai rincian atas Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang akan dibahas sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan penjelasan paragraf 8.1.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) harus menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6, mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK-ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan, dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan. 
Dalam paragraf 8.4 disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: 
a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK-ETAP.  

b) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.  

c) Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.  
d) Pengungkapan lain. 
1.2.5 Laporan Perubahan Ekuitas 
Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan laba atau rugi yang dialami suatu entitas dalam suatu periode. Adapun informasi yang disajikan dalam Laporan Laba Rugi yaitu:
a) Laba atau rugi untuk periode;

b) Pendapatan dan beban yag diakui langsung dalam ekuitas;

c) Untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan;

d) Untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berassal dari:

i.       laba atau rugi;
ii.       pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;

iii.       Jumlah investasi, deviden dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secar aterpisah modal saham, transaksi saha treasuri,d an deviden serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.
1.2.6 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan tentang arus kas masuk dan keluar suatu entitas untuk mengetahui sumber dari mana kas tersebut diterima dan penggunaannya kemana saja. Entitas menyajikan Laporan Arus Kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode akuntansi tertentu, dan mengklasifikasikannya menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.

1. Aktivitas Operasi

Arus kas dari operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itum arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang memperngaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari operasi adalah:

a) Penerimaan kas dari penjualan barang ddan jasa;
b) Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi, dan jasa;

c) Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa;

d) Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan;

e) Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;

f) Penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yagn dimaksudkan untuk dijual kembali.

Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut meripakan arus kas dari aktivitas investasi.

2. Aktivitas Investasi 

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminnkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus as masa depan. Contoh arus kas yagn berasal dari aktivitas investasi adalah;

a) Pembayaran ks untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yagn dibangun sendiri), aset tidak beerwujud, dan aset jangka panjang lainnya;

b) Penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;
c) Pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiiki untuk diperdagangkan);

d) Penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entita lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan)

e) Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain

f) Penerimaan kas dan pembayaran  kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain.

3. Aktivitas Pendanaan

Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas oendanaan adalah:

a) Penerimaan kas dari penerbitan saham atau cek effek ekuitas lain;

b) Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menembus saham entitas;

c) Penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;

d) Pelunasan pinjaman;

e) Pembayaran kas oleh lesse mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.
2.3 
Koperasi 
2.3.1
Pengertian Koperasi 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2012 Tentang Perkoperasian Pasal 1, pengertian Koperasi yaitu: 

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. 
2.3.2
Landasan dan Asas Koperasi 
Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, UU No. 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Asas ini mengandung makna bahwa diperlukan kesadaran dari setiap anggota koperasi untuk melaksanakan segala sesuatu di dalam koperasi dari dan untuk semua anggota koperasi. Sesuai dengan asas tersebut maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. 
2.3.3 
Tujuan Koperasi 
Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tujuan pendirian koperasi yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. 
Dari penjelasan tujuan tersebut, hal ini mengandung makna bahwa tujuan Koperasi tidak berfokus pada pencarian laba karena tolak ukur utama yang menjadi pertimbangan adalah kesejahteraan para anggotanya.
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